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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2001
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG :

Menimbang :  bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bandung Tahn Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 avat
(1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingal : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 (enlang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istmewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran
Negara RI Tahun 1950) ;




Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 fentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangungan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara vang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851) ;




10.

11

13.

Pershwun Pemerntsh Nomor 16 Talmm 1987
tentang Perubshan Batas Wilayah Kotamadya
Daersh Tingkat 11 Banchmg dan Kabupaten Daersh
Tingkat 11 Bandung (Lembaran Negara Talum 1987
Nomor 39, Tambshan Lembaran Negara Nomwor
3358);

Peratwran Pemernintsh Nomor 19 Talwm 1997
tentang Pajak Daersh (Lembaran Negara Tabum
1997 Nomor 54, Tambshan Lembaran Negara
Nomor 36%91) ;

Peraturan Pemenntsh Nomor 20 Talmm 1997
tenfang Retnbusi Dsersh (Lembaran Negara Tabum
1997 Nomor “. Tambahsn Lembaran Negara
Nomor 3692) ;

Peraturan Pemenintash Nomor 21 Tabum 1997
tentang Pajak Bahan Bakar Kendwraan Bermotor
(Lembaran Negara Tabum 1997 Nomor 356
Tambsahan Lembaran Negara Nomer 3693) ;

Perasturan Pemermitsh Nomor 105 Talum 2000
tentang  Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Dasrsh (Lembaran Negara Talum 2000
Nomor 202, Tambshan Lembarsn Negara Nomor
4022) .

Peraturan Mentern DalamNegen Nomor 11 Tahun
1975  teniang Codol-couni Cara Puy—
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16.

18.

19.

20.

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 8 Tahun
1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
kepada Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri1 Nomor 5 Talmm
1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Gaji Rugi Kenangan dan Barang Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program
Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94
Tahun 1984  tentang  Langkah  Pertama
Pensinkronisasian  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
1316 tanggal 18 September 1985 {entang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25
Jul1 1988 ;




Memperhatikan :

g

—t

NG

}.eputusan Mentert Dalam Neger1 Nomor 51 Tahun
1985 fenlang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan
Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379
tangeal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem
Dieit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha
Feuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 110
Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran
Pendapatan Daerah ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung Nomor 02 Tahun 1999 tentang Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fota
Bandung,

Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 903/2735/3J Tanggal 17 Nopember 2000
perthal ~ Pedoman  Umum  Penyusunan dan
Pelaksanaan Angearan Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2001 ;

Risalah Rapat-rapat Paripuma Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.




Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah Tahun
Anggaran 2001 sejumlah Rp. 590.157.200.000,00 terdirt
dari :

a. PENDAPATAN :
Pendapatan. ............... Rp. 590.157.200.000,00

b. BELANIJA :
RUGRE - o e Rp. 389.724.202.000,00
- Pembangunan. .. Rp. 200.432.998.000,00

Jumlak ;.o aiyh st Rp. 590.069.655.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :
a. Pendapatan ........ Rp. 14,069.655.000,00
b. Belanja............... Rp. 14.069.655.000,00
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Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tersebut pada Pasal (1) sebagaimana Lampiran I
Peraturan Daerah ini.

(2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana
Lampiran II Perafuran Daerah ini.

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana
lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran [I : Pendapatan.

b. Lampiran IV : Belanja Rutin.

¢. Lampiran V . Belanja Pembangunan.
Pasal 4

Rincian Bagian Urnsan Kas dan Perhitungan pada Pasal
(2), sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah
ini.

Pasal 5§

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal (3) dan (4)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
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